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Jakarta, Harian Nusantara- Badan Pengatur Hilir
Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengurangi jatah
bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk DKI Jakarta. Ini
menyikapi rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang
ingin menghapus BBM subsidi di wilayahnya.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komite
BPH Migas Fanshurullah Asa kepada Redaksi, Kamis
(1/5/2014).

"BPH Migas telah melakukan sidang pada 4
April 2014 lalu, salah satu hasil sidang komite tersebut
memutuskan mengurangi jatah BBM subsidi baik premium
maupun solar subsidi," kata Fanshurullah.

Ia mengungkapkan, jatah premium DKI Jakarta
di 2013 sebanyak 2.213.720 kilo liter (KL), di 2014 ini
dikurangi menjadi hanya 2.168.085 KL. Sedangkan untuk
jatah solar subsidi, dari 905.316 KL di 2014 menjadi hanya
787.211 KL di 2014.

"Untuk premium dikurangi 2,1% untuk solar
dikurangi 13%," ucapnya.

Pria yang akrab disapa Ifan ini mengatakan,
pengurangan jatah BBM subsidi untuk DKI Jakarta ini
menyusul rencana Pemprov DKI menghapuskan BBM
subsidi di wilayahnya.

"Jadi ini kita turunkan untuk merespons kebijakan
Wakil Gubernur Ahok (Basuki T. Purnama). Ini langkah
l yang berani sebagai Wagub dan langkah ini bagus karena
menghemat anggaran pemerintah," ungkapnya.(Detik.
com)
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RUMAH SUBSIDI Terancam Langka
Meski Harga Dinaikkan
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Jakarta, Harian Nusantara-
Penentuan upah minimun termasuk
Komponen Hidup Layak (KHL) di Indonesia
tidak dilakukan secara sepihak termasuk oleh
seorang presiden. Di dalam Undang-undang
Nomor 13/2003 tidak disebutkan presiden
mempunyai kewenangan untuk menentukan
UMP dan KHL baru.

Ketua bidang Pengupahan dan
Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani
mengungkapkan, sesuai UU tersebut hanya
jabatan menteri tenaga dan transmigrasi
(Menakertrans) yang dapat menentukan
UMP dan KHL baru bukan presiden.

"Yang menentukan UMP dan
KHL adalah menteri tenaga kerja dan
transmigrasi sesuai rekomendasi dewan
pengupahan," jelas Hariyadi kepada
detikFinance, Sabtu (03/05/2014).

Sebelum Menakertrans menentukan
UMP dan KHL baru, harus mendapatkan
masukan dari dewan pengupahan yang di
dalamnya terdapat perwakilan perusahaan,
pekerja, dan pemerintah atau tripartit.
Dewan pengupahan ini yang nantinya akan
melakukan survei perlu tidaknya UMP
dinaikkan. Sementara itu KHL adalah satu
instrumen penting penentuan nilai UMP.

"Apakah betul diperlukan tambahan
komponen biasanya dilakukan survei
penelitian bagaimana kondisi upah

Indonesia Harus Manfaatkan Bonus Demografi 2025-2035

minimum yang diberikan. Sedangkan
KHL salah satu dasar menentukan UMP
di samping produktivitas pekerja dan
pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.

Kemudian di dalam aturan turunan
UU yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Permenakertrans)
Nomor 13 tahun 2012 dijelaskan, ada dua
pertimbangan lain penentuan UMP baru,
yaitu besarnya kebutuhan dan permintaan
pasar kerja dalam negeri serta kemampuan
perusahaan untuk membayar UMP.

"Ini semua dibahas, kondisinya seperti
apa lalu apakah KHL harus ditambah semua
dirapatkan. Nggak bisa maunya hanya
permintaan buruh saja," tuturnya.

Akan tetapi, seorang presiden dapat
mengintervensi kebijakan yang diambil
Menakertrans. Asalkan intervensi yang
dilakukan sudah diperhitungkan secara
cermat sehingga tidak merugikan bagi
pengusaha maupun pekerja.

"Presiden bisa intervensi kepada
Kemenakertrans. Semua mungkin tetapi
perlu pertimbangan seperti akan berdampak
pada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja),
perusahaan tutup. Kalau terjadi, kepala
negara harus bertanggung jawab," jelasnya.
(Detik.com)
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Jakarta, Harian
Nusantara- Menteri
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Linda Amalia Sari Gumelar
mengatakan masyarakat
Indonesia harus memanfaatkan
bonus demografi tahun 2025-
2035.

"Indonesia akan
mengalami bonus demografi,
di mana jumlah penduduk
usia produktif lebih besar
dari jumlah penduduk
nonproduktif," kata Linda
Amalia Sari Gumelar usai
pembukaan Forum Anak
Nasional 2014 di Jakarta,
Jumat.

Linda menjelaskan, untuk
memanfaatkan bonus demografi

anak-anak sudah dewasa dan
termasuk dalam usia produktif,"
ucapnya.

Untuk itu, mulai saat

ni, generasi muda harus
mempersiapkan diri agar
mampu bersaing meraih
kesempatan kerja, dan bersaing
dengan negara-negara lain di
seluruh dunia.

"Artinya mulai sekarang,
anak-anak harus meningkatkan
kecerdasan intelektual,
kecerdasan emosional, dan
kecerdasan spiritual secara
optimal," tuturnya.

Sementara itu, Linda
mengatakan, keberadaan forum
anak nasional diharapkan bisa
membantu kualitas anak secara
kolektif.

waktu ke waktu.

Pada tahun 2010, Forum
Anak baru terbentuk di 19
provinsi, 37 kabupaten/kota,
21 kecamatan dan 36 desa/
kelurahan.

Sementara pada tahun
ini jumlahnya menjadi 31
provinsi, 138 kabupaten/kota,
86 kecamatan dan 211 desa/
kelurahan.

"Sementara itu, jumlah
alumni forum anak nasional
saat ini sekitar 1.600 anak
yang tersebar di seluruh
daerah yang sebagian besar
merupakan generasi muda
yang berprestasi," paparnya.
(ANTARA News)
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Bandung, Harian
Nusantara- Realestate
Indonesia (REI) Wilayah
Jawa Barat menyatakan
rumah subsidi tetap akan
langka walaupun Kementerian
Perumahan Rakyat
(Kemenpera) telah menetapkan
kenaikan harga rumah subsidi.

Ketua REI Jabar
Yana Mulyana mengatakan
pengembang tetap bakal
menahan pembangunan rumah
subsidi selama pemerintah
belum membebaskan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) 10%
terhadap rumah subsidi.

“Menpera minta
pengembang segera
membangun, tetapi siapa yang
mau beli rumah subsidi dengan
beban pajak? Masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR)
tidak sanggup membayar
pajak yang nilainya besar itu.
Pengembang pun akan rugi
kalau sudah bangun tetapi tidak
ada yang beli,” katanya kepada
Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban
pajak tidak bisa dibebankan
kepada MBR seperti yang
pernah diusulkan Menpera
Djanz Faridz. Hal ini karena
nilai pajak tidak sedikit. Yana
menyebut MBR di Jabar harus
menanggung pajak sebesar
Rp11,5 juta dari harga baru
rumah subsidi di Jabar Rp115

juta. Nilai tersebut, menurutnya,
bukan nilai yang kecil bagi
MBR.(Bisnis.com)
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Pembentukan forum
anak sendiri, kata dia, terus
mengalami peningkatan dari

maka anak-anak harus dibentuk
kualitasnya sejak sekarang.
"Pada tahun 2025 nanti
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Indonesia (BI) menilai penguatan rupiah tak selalu baik. J

Menurut Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara,
pelemahan maupun penguatan rupiah bukan hal yang baik atau
buruk. Hal yang terpenting adalah kestabilan nilai tukar rupiah.

"Bukan berarti menguat (rupiah) selalu baik, melemah
selalu jelek. Pola pikir harus diubah, yang penting nilai tukar
stabil, karena kalau tidak stabil orang tidak bisa usaha, tidak
bisa buat anggaran. Nanti kalau stabil, maka dunia usaha bisa
melakukan kerjanya," kata Mirza di Kompleks Perkantoran BI,
Jumat (2/5/2014).

Mirza menjelaskan, penguatan nilai tukar rupiah terjadi jika
sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Di
sisi riil, nilai tukar rupiah pun harus dapat menyeimbangi ekspor
dan impor. Surplus neraca perdagangan, kata dia, harus terus
dipertahankan.

"Surplus lebih besar, current account deficit (defisit transaksi
berjalan) lebih kecil. 2,5 persen tahun ini dan tahun depan 2
persen," ujar mantan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) itu.

Mirza mencontohkan, Tiongkok dengan sengaja melemahkan
kurs mata vang yuan. Tujuannya agar ekspor dapat digenjot dan
pertumbuhan ekonomi berada pada posisi yang stabil.

"Kita lihat Tiongkok, satu bulan terakhir melemahkan mata
uangnya. Tiongkok yang tadinya mata uang yang menguat,
beberapa waktu terakhir dibuat melemah supaya ekspor meningkat
dan tidak terlalu turun," jelas Mirza.

Dia menyebutkan, Tiongkok memang ingin agar pertumbuhan
ekonominya turun ke 7,5 persen tapi negara tersebut tidak mau
turun hingga 7 persen. "Jadi mereka sekarang pakai instrumen kurs
supaya kursnya lebih lemah sehingga ekspornya lebih kompetitif,"
jelas Mirza. (Kompas.com)
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